
 

TENTANG 

 

STANDAR PELAYANAN PERIZINAN  DAN  NONPERIZINAN PADA DINAS 

PENANAMAN MODAL, PELAYANAN  TERPADU SATU PINTU DAN 

KETENAGAKERJAAN KABUPATEN DAIRI 

 

BUPATI DAIRI, 

 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12  

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 

2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Daerah mengamanatkan dalam 

penyelenggaraan pelayanan perizinan dan 

nonperizinan Pemerintah Daerah wajib menyusun, 

menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan; 

b. bahwa dengan terbitnya Peraturan Bupati Dairi Nomor 

13 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Wewenang 

Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas 

Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan 

Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi, perlu menetapkan 

Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan 

Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal, 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan 

Kabupaten Dairi; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan  Keputusan Bupati tentang Standar 

Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas 

Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan 

Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi; 



 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan 

Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-

Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang 

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi 

Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 

Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2689); 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik 

IndonesiaTahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4125); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 

Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik 

IndonesiaTahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara 

Republik IndonesiaTahun 2008 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); 

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 

Republik IndonesiaTahun 2008 Nomor 61, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir  

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 



Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 

tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang 

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara 

Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6215); 

10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 221); 

11. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang 

Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210); 

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 

tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 

13. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian 

selaku Ketua Satuan Tugas Nasional Percepatan 

Pelaksanaan Berusaha Nomor 8 Tahun 2017 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 91 

Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan 

Berusaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 1504); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 

2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 1956); 

 



15. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 

2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah 

Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi 

Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Dairi Nomor 183), sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi 

Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas 

Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 

2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah 

Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi 

Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Dairi Nomor 197); 

16. Peraturan Bupati Dairi Nomor 15 Tahun 2019 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 

serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi 

(Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 

15); 

17. Peraturan Bupati Dairi Nomor 13 Tahun 2020 tentang 

Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan 

Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten 

Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2020 

Nomor 13); 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan :   

KESATU :  Standar Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas 

Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan 

Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.  

 

KEDUA  : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan 

Bupati Dairi Nomor 570/500/VIII/2017 tentang Standar 

Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dairi, 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Keputusan Bupati Dairi Nomor 788/069/XII/2019 tentang 



Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Dairi Nomor 

570/500/VIII/2017 tentang Standar Pelayanan Perizinan 

pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan 

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dairi, dicabut dan 

dinyatakan tidak berlaku. 

 

KETIGA  : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

ditetapkan. 

 

  

 

Tembusan:  

1. Inspektur Kab. Dairi, di Sidikalang; 

2. Kepala DPMPTSPK Kab. Dairi, di Sidikalang; 

3. Kepala BAPPEDA Kab. Dairi, di Sidikalang; 

4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Dairi, di Sidikalang; 

5. Kepala DISPERINDAGKOP & UKM Kab. Dairi, di Sidikalang; 

6. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Dairi, di Sidikalang; 

7. Kepala DISPARBUDPORA Kab. Dairi, di Sidikalang; 

8. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Dairi, di Sidikalang; 

9. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Dairi, di Sidikalang; 

10. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Dairi, di Sidikalang; 

11. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Dairi, di Sidikalang; 

12. Kepala Dinas Sosial Kab. Dairi, di Sidikalang; 

13. Kepala Dinas Pertanian, Ketapang dan Perikanan Kab. Dairi, di 

Sidikalang; 

14. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Dairi, di Sidikalang; 

15. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Dairi, di Sidikalang; 

16. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Dairi, di Sidikalang;  

17. Camat se- Kab. Dairi, masing-masing di tempat. 

 


